Wasiat Wajibah

(Studi Komparasi Pemikiran Ibn Hazm, Pmmml
Status Mesir, dan Kompilasi Hukum Islam)

Adanya seseorang yang meninggal dunia dan ia tidak meninggalkan
wasiat yang dibevikan kepada orang-orang tertentit disebur wasiat wagibab.
Tulisan ini akan melibat keberadaan wasiat wajibah |
dalam menghadapi nilainilai sosial baru akibat
tuntutan masyarakat

Pendahuluan

Allah menurunkan syariat Islam
pada esensinya untuk menjadi rahmat
bagi manusia dan seluruh alam beserta
isinya. Hal ini sesuai dengan firman
Allah yang disampaikan melalui
utusan-Nya yaitu Muhammad saw.
yang tercantum dalam al-Qurian surat
21: 107 dan 34: 28.

Karena kedudukannya sebagai rah-
mat bagt scluruh alam (sestiai dengan
konteks tempat dan zaman), maka di-
tetapkanlah peraturan-pertturan hu-
kum yang bertujuan untuk mewujud-
kan kemaslahatan masyamkat, menolak
madharat dan kerusakan serta mewu-
fudkan sebuah keadilan yang berke-
sesugian.'! Dengan kata lain tidaklah
disebut rahmat apabila peraturan “hu-

I

‘TM. Hasby ash-Shiddieqy, Falsafab Hulkum Hukum Islam, cet. IV, Jakana: PT.
Bulan Bintang, 1990, him. 123. Bandingkan dengan Abdul Wahalb Khalaf, 1lmu Usul
Figh, cet. XIi, Kairo: Dar al-Qalam, 1978, him. 198. '
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kum yang ditetapkan itu tidak / me-
wujudkan kemaslahatan serta kebaha-
giaan bagi seluruh manusia.

Dalam diskursus di atas —kehen-

dak Allah untuk mewujudkan kenmsta-
hatan hidup bagi manusia baik terha-
dap individu maupun komunitis— ma-
ka diatarlah wasiat yang isinya membe-
rikan legalisasi terhadap pemilikan atau
pemberian manfaat terhadap harta
benda yang dikaitkan dengan waktu
setelah kematian sescorang serta dila-
kukan secara suka rela kepada orang
lain supaya dapat ikut memanfaatkan
harta kekayaannya itu.

Adapun dasar hukum ditetapkan-

nya wasiat dapat kita baca dalam al-
Quran surat 2: [80. Di samping ayat
ini, wrun pula ayat-ayat kin yang nwe-
ngatur tentang pengalihan harta keka-
vaan yang ditinggal mati pemiliknya,
yaitu pembagian harta  peninggalan
melalui model kewarisan yang antara
lain disebutkan dalam al-Qurian surat
4:7,

Berangkat duri adanya dug model
pengalihan hak sebagaimana tersebut
di atas dan kenyataan dari berbagai
referensi hukum Islam baik dalam
bentuk kitab Figih, scperti pendapat
Ibp Hazm, Undang-undang di negara-
negara muslim seperti Personal Status
Mesit, dan Kompilasi Hukum islam,
fatwa ulama, serta keputusan Pe-
ngadilan Agama, maka muncullah per-
anyaan “Bagaimanakah konsep wasiat
— khususnya wasiat wajibab— yang

terdapat dalam beberapa literatur hu-
kum Islam sepexti pendapat Ibn Hazm,

. Personal Status Mesir, dan Kompilasi

Hukum Islam” dan “Apakah pengatur-
an wasiat ini satu sama lainnya memi-
liki karakter dan bentuk-bentuk yang
seragan.

Wasiat dalam Literatur Kitab Figih

Pengertian Wasiat

Kata *wasiat” berasal dari bahasa
Ab (£ ) yang aplikasinya
dipakal untuk menyebutkan sesuatu

‘hak yang ketetapannya disandarkan

atas waktu setelah kemuatian seseorang
yang melakukan wasiat, _
Menurut analisis bahasa, niaka kata
wasiat berarti membuat wasiat atau
berwasiat ¢ Loy ) atau dipakai

pula sebagai sebutan terhadap sesuatu

yang diwasiatkan (22850 ) pe-

ngertian seperti ini dapat ditemukan
dalam firman Allah surat al-Maidah €5):

106 dan an-Nissa' (4): 12.

Adapun menurut pengertian istilalh,
ada belxerapa pengertian vang dikemu-
kakun oleh para ulama figh, yang
antara lain sebagai berikut:

a. Muhammad Jawab Mugnivvah ber-
pendapat bahwa wasiat adalah
memberilcan pemilikan atay mem-
berikan manfaat yang pelaksanaan-
nya disandarkan atas waktu setelah
pewasiat meninggal dunia, dengan

Muhammad Jawab Mugniyyah, AbAbwal asy-Syakbstyyab, cet. 1, Beirut: dar al-

Nmi. 1964, him. 178,
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jalan sukarela dan hanya meng-
harap pahala dari Allah semata.’

b. Muhammad al-Khatib asy-Syarbini
berpendapat bahwa wasiat adalah
berluiat dengan sukarela yang ber-
kaitan dengan scsuatu hak walau-
pun hanya dalam perkiraan saja
yang disandarkan atas wakiu sete-
lah kematian sescorang*

¢. Ulama Hanaftyah berpendapat bah-
wa memberikan hak milik secar
sukarela yang poelaksunaannya di-
tangguhkan seteloh adanya peristi-
wa kematian dari pihak yang ber-
sangkutan, baik sesuatu itu berupa
barang atau berupa manfaat.’

d. Ulama Malikiyyah berpendapat
bahwa wasiat adalabh suat pe-
rikatan yang mengharuskan Kepada
si penerine wasiar untuk memiliki
hak sepertiga harta peninggalan si
posvasiiat sepeninggalny atau yang
mengluruskan penggantian seper-
tige hana pewasiat kepada pene-
rima wasiat sepeninggalaya.t

e, Utama Syafitvah berpendapat bah-
wa wasiat adalah pemberian hak
vang disandarkan kepada waktu
seteloh si pemnberi meninggal dunia,
baik penyandarmnya berupa lafaz
atau tidak.®

£, Ulama hanabilah berpendapat bah-
wa wasiat adalah urusan yang ber-

kaitan dengan pengalihan hak atau

harta yang disandarkan dengan

waktu setelzh seseorang meninggal
dunia.’

Dari beberapa pendapat di atas,
maki penulis dapat mengambil suatu
kesimpulan bahwa wasiat adalah suatu
akad yang dibuat oleh sescorung di
masa hidupnya untuk memberikan
harta kekayaannya kepada orang lain
yang penetapannya disandarkan atas
waktu setelah kematiannyn serta di-
lakukan secara sukarela dan semata-
mata hanya mengharap pahiala dari
Allah SWT.

Wasiat dalans Pandangan Para
Ulama

Dakun menentukan hukum wasiat,
kebanyakan ulama berpendapat babwa
hukum wasiat adalsh tidak waijil: ka-
rena kewnjiban wasiat vang tercantum
datam al-Quran telab dilapus oleh
ayat-ayat tentang kewarisan.

Kehanyakan dari mereka mengata-
kian bahwa sejok munculnya ayat ten-
tang wasiat, berwasiat untuk  Kedua
orang tua dan par kerabat terdekat
adulah diwajibkan. Akan tetapi setelah
turun ayat tentang kewarisan dengan
sistem pembugian yang pasti, maka
kewnjiban berwasiat tersehut menjadi

Muhammad al-Khatib asv-Svarbini, Mugnd al-Mubtaj, Bewut: Dar al Fikr, wr., ik

39.

sAbdurrahman al-Jauzairi, al-Figh ‘Ala al-Mazabtbal-Arba’ab, Beirut: Dar al-Fikr,

1991, 11 315.
‘Ibid., him. 216.
"Tbid.

Thid.
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mansukh dan akhirnya hukum wasist
menjadi tidak wajib.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini
penyusun paparkan kembali tentang
dasar pokok disyari'atkannya wasiat,
yaitu ayat al-Quran yang tercantum
dalam surat Al-Baqarah (2): 180,

Sebagaimana telab diurikan di
atas, bahwa dasar kewajiban wasiat
tersebut, menurut kebanyakan ulanm
telah dihapus oleh ayat-ayat kewarisan
yang dinksud salah satunya tersebut
dalam surat An-Nisa (4); 7.

Dalam menafsirkan ayat yang di-
jadikan dasar pokok disyariatkannya
wasiat sebagaimana tersebut di atas,
kebanyakan ahli wfsir menyatakan
bahwa yang dimaksudkan dengan fir-

man Allah yang berbunyi: ('{@:"é’ )

adalah ( @é} ) yang artinya
adalah diserahkan kepada kamu.*
Sedangkan firman Allah yang berhunyi

( j,'gfji ) menunjukkan hahwa

hukum wuasiat tersebut adalth tidak
wafib. Hal ini beralasan seandainya
hukum wasiat itu wajib, nuka perintah
wasiat tersebut tentu ditunjukkan de.
ngan kati-kata untuk semua muslim,
dan bukan dengan kat-kata untuk

semua orang yang bertaqwa. Oleh ka-
rena itu, dalam ayat tersebut Allsh ha-
nya menyebutkan dengan kati-kata
untuk semua orang vang bertagwa saia,
maka hal yang demikian ini menun-
jukkan bahwa hukum wasiat tersebut
tidak wajib.”

Sementart itu. Inmm Ibnu Kasir da-
lam kitab tafsirnya mengatakan bahwa
ayart 180 surat Al-Baqarah tersebut
mengandung nmksud adanya perintah
membuat wasiat kepiada orang tua dan
par kerabat. 11al ini hukumnya waiib
sebelum wran ayat tentang kewarisan.
Akan tetapi, setelah twrun avat-ava
tentang kewarisan (pembagian  hara
peninggalan), maka bukum wasint
tersebut dibapus oleh ayat-avat tentang
kewarisan, dan sistem kewarisan de-
ngan pembagiannya vang pasti, men-
jadi ketentuan vang harus dinmbil dan
dipepangi oleh orang-orang vang, her-
hak. ™

[ovim Muzhab empat. golongan
Zaidiyah dan juga golongan Imamiyah
berpendapat bahwa hukum wasiat ti-
daklaly wajib hagi sctiap oring ying
meninggalkan harta, sekalipun terha-
dap kedua orang tua dan par kernbat
vang tidak menerima warisan,”

"Muhammad “Ali as-Sayis, Tafsér Ayat al-Abkam, ck.. tp., 1t. Nm. 35.
"Ibn al-"Arabi. Abkam al-Qur'an, cot. 1. Beirut: Dar al-Katub al-Tlmiyah, 1988, him.

1.

“Isma'il ibn Kasir, Tqfsér al-Qur'an al-

Aztm, cet. V Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1992,

him. 217. Kelihatannya para mufasirin seperti, Muhammad al-Khatib asy-Syarbani dalam
karyanya Mugni al-Mubtaf. as-Sayis dalam karyanya Tafsfr Ayat Abkam, dan al-
Jassus dalam karyanya Ahkam al-Quran cenderung untuk menginterpretasikan dua
model ayat tersehut seperti pemikitan Ibn Katsir.

"Muhammad ‘Andurrahim al-Kisvka, ALMiras al-mugaran, cct. 11l Bagdad: Dar

an-Nazir, 1969, hlm. 109.
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Jadi dapatlah dinmbil suatu kesim-
pulan, bahwa menurut kebanyakan
ulama, hukum wasiat adalah tidak wa-
jib, karena kewsjiban berwasiat telah
dihapus oleh sistem kewarisan. Oleh
karena itu hukum wasiat tinggal
menjadi sunnah saja.

Selanjutnya dalam menectapkan hu-
kum sunnzh tentang wasiat, keba-
nyakan fucaha mendasarkan pendipat-
nya kepada salxda Nabi yang diriwayat-
kan oleh Tmam al-Bukhari berikut ini:

” . F A
et z:!;: as ..;!t’éf" S hog i
A | {:‘.I.O /!a’,f ””
N U W T P VY Y

Jika hadis tersebut dikaitkan  de-
ngan kitab disyari‘stkannya wasiat
sebagaimana tersebut dalam sugat Al-
Bacarah ayat 180 juga tentang ay:l-
ayvat kewarisan yang salah satunya telah
disebutkan di atas, maka kebanyakan
fuggaha berpendapat bahwa hukum
wasiat adalah tidak waijib, khususnya
untuk kerabar terdekat. Akan eetapi,
jike dikaitkan dengan sifat hukum,
maka hukum wasiat bisa bermacam-
vecam. Ada Kalanya hukum  wasiasg
menjadi wajib apabila wasiat iru dituju-
kan untuk menmbayitr hutang atau me-
ngembalikan barang titipan,  [lukum
wasiat menjadi sunnalh apabila wastat
tersehut ditujukan kepada pam kerabat
yang tidak menerima warisan atau

untuk berbuat kebajikan secara unmuim.
Hukum wasiat menjadi mubah apabila
wasiat tersebut ditujukan untuk saudara
dan para kerabat yang kaya. Dan juga
ada kalanya hukum wasiat menjadi
haram apabila wasiat ditujukan untuk
kejelekan dan kemaksiatan. '

Pada akhimya sebagal tindak lanjut
pendapat-pendapat sebagaimana terse-
Dur di atas, para fuqaha tidak memba-
tasi tentang kepada siapa saja kebo-
lehan wasiat tu, asalkan dengan syarat
orng nenerinkl wasiat tersebut meim-
punyai kecakapan dalant memegang
harta, di samping dia bukan termasuk
ahli wasis.

Komparasi

. Wasiat Wajibahh Menurut Thn Hazm

Dakim memandang hukum wasizt,
Ihn Hazam berpendapat babwa wasiat
adalah wajib awas setiap orang vang
meninggalkan harta sebagaimana yang
telah beliau jelaskan sebagai berikur:

LA S

Karena kewajiban wasiat tersebut
berlaku bagi setinp orang yang nwe-
ninggalkan harta, maka apabila sese-
orang meninggal dunia dan orang ter-
schut tidak berwasiat, hartanya harus-
lah disedekahkan sebagian untuk ne-

INahbah az-Zulwili, Al-Figh, him. 12-13.
“ibn Hazm. Al-Muhalla, Betrut: Dar al-Fikr, tr., 1X, hint 312,
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menuhi kewajiban wasiat tersebut,™
Sementara itu, karena yang berhak me-
netzpkan urusan-urusan kavm mus-
limin adalah penguasa (waliyul amri),
dan urusan wasiat inf termasuk salah
satu yrusan-pada dif setiap musling,
naka dalam hal ini penguasa haruslah
bertindak untuk memberikan sebagian
harta peninggalun sebagaimana ter-
sebut di atas guna memenuhi kews-
fiban hukum swasiat."™

Dengan demikian, maka pengestian
wasiat wafibah wajibah menunut Thn
1Tazm didefinisikan dengan wusiat yang
ditetapkan oleh penguisa (dilaksana-
kan oleh lMakiny) untuk orang-orang
teitentu yang tidak diberi wasiat oleh
oning yang meninggal dunia, semen-
tam si mayit meninggalkan harta yang
baginya berlaku kewajiban wasiat.

Aclapun dasar hukum adanya wa-
siat, menumat, Ihn Hazm adolaly ber-
dasarkan kepada al-Quran dan al-
Hadis. Ayat-ayar al-Quran vang men-
i rujukan Ibn Haan antara in ada-
Iah surar al-Baqarah (2): 180 dan an-
Nisa' (4): 12. Sedang hadis Nabi di-
dusarkan kepada riwayat Malik dasi
Nafi dan dari Tbn ‘Umar yang artinya:

“Tidak Denar seseorang muslim
yang mempunyai harta: yang din
wastatkan bermalam selama  dua
malam, kecuali di sampingnya telah
clirulis wasiatnya. Ibn ‘Umar ber-
kata: saya tidak melewatkan se-
malam pun sefuk saya mendengar

Rasulullah bersabda demikian,

kecuali di samping saya ada wasiat

saya”.'

Kemudian hadis yang diriwayatkan
dari jalan Tariq Madik dari Hisyam bin
Urwah dari ayahnya dari “Aisyah yang
dijadikan dasar wajib  disedekahkan
sebagian harta peninggalin onng yang
tidak henwvasiat,”

Adanya pendapat Ibn Hazm ten-
tang wajibnya wasiat. dapart terjadi ka-
rena bBeliau mengambil arti zahir atau
arti harfiah nos al-Qurtan dan al-Hadis
yung telah disebutkan di atas. Menurut
Beliau, nas (baik al-Qusan maupun
al-Hudis), harustah dipshami secara
langsung dari anti zahirya sebagi-
nuna telah ditegaskannya: '

s ?éf&ff%ﬁﬂ.i’élﬁégfﬁ
-RaF ARG S

“Ibid., him. 313

"Muhammad Abu Zahrah, fbn Hazm (Hayatubn wa ‘Asrabu Ara’ubun wa
Figbubn). vk.: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1954, hlm. 485. Lihar juga dalam TM. Hasby ash-
Shiddieqy, Fiqhul Mawaris, Jakarta:  Bulan Bintang, 1967, him. 293.

“Ibn Hazm, Al-Muhalla, him. 213,

"Muhammad [bn Ismatl al-Bukhari, Sebib al-Bulkbart, Beirut: Dar al-Fikr, 1981,

hlm. 193.

"bn Hazm, Al-Tbkam fi Usul al-Abkan, Kairo; Matba'ah al-Asimah, tr., 1L 293,
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Dalam pendapatnya vang demikian
ini, beliau beralasan dengan firman
Allah dalam surat Al-Baqarah (2): 181
yang attinya:

Maka barangsiapa yang mengubah

wasiat itu. setelah in mendengar-

nya, maka sesungguhnya dosanyu
adalah bagi orang-orang vang me-
ngubazhnya. Sesungguhnya Allah

Maha Mendengar lagl Maha Menge-

tahui.

Berdasarkan firmmun Allah tersebut,
maka lafaz “tabdil” itu tdak ada arti
lainnya kecuali mengalihkan  pembi-
caraan dari kedudukan serta runtutnya
kepada arti lain tanpa ada dalil nas
maupun iima’. Dengan demikian, nmka
menurut beliau mengikuti zzhic nas
adalah waijib, sebaliknya nrengalihkan
arti zahr nas itw adalah dilarang," ber-
dasarkan firnun Aliah dalam surat Al-
bagarah (2): 190 yang astinyi:

=... dan janguniah kamu melampaui
batas, karena sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orung vang
melimpaui batas™,

Jadi jelaslab bahwa pendapat Ibn
Iazm tentang wajibnya wastat, ber-
dasarkan pada zahir nas baik dari al-
Quran maupun al-Hadis yang pada
prinsipnya menunjukkan bahwa wasiat
adalah suaru kewajiban yang harus
dikeriakan.*’

Adapun orang yang berhak meneri-
manya, Ibn Hazm berpendapat bahwa
yang berhak menerima wasiat adalah
para kerabat yang tidak nmienerina wa-
risan sébagaimana yang: telah beliau
tegaskan sebagai berikut:

oo, 28

RO R S LT ATy N

Menurut Ibn Hazm, hal ini berdas-
sarkan firman Allah SWT. sebagaimana
yang terdapat dalam al-Qur'an surat 2:
I80-81. b

Dari ayat tesebur, dapat diketahui
bahwa hukum wasiat adialah “wajib.
Kemudian kewajiban berwzisiat kepada
kedua omng tua dan para kerabar yang
dupat menerima warisan dikeluarkun
dengan adanya hadis yang dinukil oleh
ahli Kufah yang menyatakan babwa
Nabi saw. bersabda sehagai berikut:

# ,r

Ze L3870 wra, o
REBIETA LS 2TV

Oleh karena itu, kewajiban pemie-
ran wasiat tersebut tinggal pada pura
kerabat yang tidak dapat menerinum
wurisan, baik dikarenakan ia menjadi
budak atau berbeda aganx atau ada-
nya kerabat lain yang menghalangi
atau nungkin memang karena ia tidak
berduk mendapat warisan. !

“bn Hazm, Al-Thikanms, 11l 202.
Mhn Hazm, Muballa, him. 480.
Afbid., hint. 314

2aby Dawud. Sunan, [1: 144,

“Ibid . him. 314. Lihat juga dalam Mubammad Abu Zahrah, hazm, him. 483
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Selanjutnya, Ibnu Hazm menielas-
kan bahwa yang dimaksud dengan
para kerabat adalah orang-orang yang
apabila dinasabkan akan diketahui
bahwa mereka berada pada garis ke-
rrunan yang sanm dengan orng ying
meninggal dunia, dalam garis ibu atau
ayah atau bahkan dalam garis ayah
dan jbu secara bersamaan. Hal demi-
kian disebabkan menurut pengertian
hahasa, mening onng-orang tersebut-
lah yang dimaksud dengan para ke-
ralmt, Oleh karena i, mxengartikan
para kerabat dengan sclin  omng-
orang vang tersehut di atus adalah
tidak mempunyai dasar yang kuat.*

Jadi dapat diambil sebuah kesim-
pulin bahwa yang herhak menerima
wasiat wajiblah menurut bn Hazm
adakth orang-arang yang jika ditelusuri
lewat garis keturunannya, herada da-
lam garis yang sama dengan si nuyit
haik lewat garis hapak atio ibu mau
bahkan keduanya.

2. Wasiat Wajibah Menurut Undang-
Undang Wasitat Mesir

Mesir adalith sebuah negam yung
terletak di sudut Timur Laut benua
Afrika dan sebagian wiliyahnya terletak
di benua Asia, yaitu semenanjung Sinai.
Luas wilayah Mesir lebih kurang satu
juga knv, sedang daerah yang dihuni

oleh penduduknya hanya seuar 35.580
km* dengan populasi diperkirakan 46
juta orang yang relatif beragama Islam
(9294),7*

Dibandingkan dengan negara-ne-
gara Timur lainnya, Mesir memiliki se-
jarah peradabun yang cukup panjang,
baik dalam aspek sosial, budaya, po-
litik, pendidikan, dan militer. Karena
keunikan sefarohnya dan didukung
oleh kondisi sosial yang cukup mapan,
maka tidak heran jika negamenegar
Eropa yiang sedang maju hersikeras
untuk mendukung Mesir sehagai wi-
layah jajahannyi. Prancis misalnya pa-
da bulan Juli 1798 mengijakkan kaki-
nyit di bawah kekuatan Panglima Na-
poleon. pada saar ita Mesir herada da-
ki genggumin kerajaan Utsmani.
Pendidikan Napoleon terhadap negam
ini ternyata memberikun  chses yang
cukup penting, tidak banya dalam bi-
dang ckonomi dan polifik, wtapi lebih
dari it merambah pula kepada sistem
hukum, Schingga wajah Istim dan
berbagai pengainran dari Mubamma
din ubah menjacli konsepsi baru de-
ngan mempertimbangkan mustan atau
paham-paham orang Mesir. Tindakan
ini pada dasarnya semata-mata untak
mendukung posisi dirinya di negam
itu.

Kondisi obyektif tersebut di atastah,
mungkin vang menjadi alasan nie-

“Ihid

Blihat Tahir Mahmood dalam karyanya Personal Law In Islamic Countries.

him. 27. Bandingkan dengan Drs. Riza Sihbudin dkk. dalam Profil Negara-negara

Timur Tengab, hlm. 143-144

“Lihat Don Peretz culam The Middle Fast Today. hlm. 202,

Tbid.
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ngapa Mesir memiliki sejarah perun-
dang-undangan yiang cukup tua, jika
dibanding dengan negara-negart lain-
nya. Sehingga beberapa pasal penting
yang terdapat di sana nyaris nenjadi
bahan rujukan dasar bagi pembuatan
perundang-undang negara muslim lain-
ny:. Sepeiti pasal wasiat wajibah —
akan difadikan kajian khusus— yang
terdapat dalam Undang-Undang Wasiat
Mesir tahun 1946,

Pada disarnya menurut konsideran
Undang-lIndang Wasiat ini, berwasiat
adalah suatu tindakan alternatif, yaitu
suatu tindakan yang timbul dari dalam
diri pewasiat sendiri tanpa paksaan dari
pihak lain. Bahkan penguasa atau ba-
kim sekalipun tidok dapat menubs
seseorang untuk berwasiat.

Akan tetapl, Undang-Undang Wa-
stat Mesiv menetapkan bahwa wasin
dapat diwajibkan herdasarkan hukum
perundang-undangan (canun), meski-
pun si nuyit tidak nwnghendakioya,
vang diperuntukkan bagi keturunan
dari ortng yvang nteninggal dunia (haik
hakiki nmupun menurut hukun) se-
mentara orang fua si mayit ini masih
hidup atau meninggal bersamanya.™
Adapun ketentuan ini tercantum dalam
pasal 76 Undang-Undung Nowor 71
tahun 1946 yaitu Undang-Undang
Wasiat Mesir vang berbunyi sebagai
herikut:

“A bequest of one-third of the
estatw is valid, whether to an heir
or 2 non-heir, and will be executed
without the consent of heirs. A
bequest in excess of one-third will
be wvalid but shall not be executed
except with the consent of heirs
given after the legator's death™.”

Dari teks di atas, dapat diambil
suatu pengertiin bahwa yang dinuk-
sud dengan wasiat wajiball menunur
Undang-undang Wasiat Mesir adalab
pemberian wasiat yang diwajibkan
olch Undang-undang yang dipcerun-
tukkan bagi cucu yang ditinggal mad
ormg tuanya sementara kakek ataw
nencknya umsibh hidup, sedangkan 6
kemudion hari kakek atau nenck i
tidak meninggalkan wasiat untuknya

Adapun dasar hukum yang diguna-
kan oleh Undang-Undang Wiasiat Mesir
dalam menentukan wsiat wajibah ind
adalah sehagat berikut:

a. Menghompromikan pendapat-pen-
dapat ulama masa lompau dan
ubinz kontemporer dakun penia-
hanmn mercka terhadap ayat-ayit
wasiat yang dikaitkan dengan ayat-
ayat tentang warisan. (Lisil kom-
promi tersebut adalah sebagai be-
rikut:

sotuhammuad Abu Zahrah. Abkam at-Tivkat wa al-Mawaris, tk.: Dar al-Flkr al-

‘Arabi. 1963, hlm, 279,
M ihat Tahir. Personal,

him. 46. Bandingkan dengan Muhammad Abu Zahmh,

Abbkam at-Tirkab wa al-Mawaris, Dar al-Fikr al-Arabi, «. him. 297.
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1) Ketetapan tentang adanya ke-
wajiban wasiat kepada pam ke-
rabat yang tidak dapat mene-
rima warisan, diambil dari
pendapat para fuqgaha besar
dari golongan mbi'in dan sesu-
dah mercka yang terdiri dori
num-imam dalam bidang figh
dan hadis. Mereka itu adalah
Sa'ad bin al-Musayyab, al- lnsan
al-Bisti, Tawus, Imam Ahmal,
Dawud, at-Tahari, Ishaq bin Ra-
hawaih, dan Tbn 1lazm.

2) Pemberian sebagian harta pe-
ninggalan si nutyit kepada para
kerabat yang tidak dapat me-
warsi yang berfungsi sebagai
wasiat wafibah, apabik si mayit
tidak berwasint untuk mereka,
diambil dari pendapat mazhab

Ibn Hazm, pendapat sebagian
fugaha tbiin dan dari pen-
dapat mazhab Toam Ahmad,

3 Pengkhususan kerabat yang
tidak dapat mewarisi, kepada
cucu-cucu dan pembtasin pe-
nerimaan sehesar sepertiga har-
t peninggalan didasarkan pada
pendapat mazhab bin Hazm
dan kaidah syariyah yang ber-
bunyi sebagian berikut:

L7

S50 e
Sorr

st L Az

b. Berdasarkan prinsip kenuslahatan

Pemberian sebagian harta pening-
galan kepada cucu yang dilakukan ber-
dasarkan prinsip wasint wajibah, di-
karenakan adanya pertimbangan ke-
mungkinan timbulnya penderitaan pa-
du cucu yang terhalang untuk mewarist
peninggalan kakek atau neneknya ka-
rena ada saudant-saudars orang tua
mercka. Oleh karena it untuk mengu-
rangi penderituan lebih lanjut yang
dischabkan kematian avah atau ihu
mereka (pada saat kakek atau nenek-
nya nusih hidup) yang semasa hidup-
nya melindungi dan memelibam me-
reka, nuka undang-undang menctap-
kan pemberian sehagian harta pening-
galan kakek atiu nencknya bagi me-
reka melalui jalan wasint wajibaly. !

Di samping ity pertimpangan Lain
bahwa Kadang-kadang avah atau iby
mereka yang meninggal terdebil da-
hule sebelum kakek atau nencknya
tersebut ikut membangun kehidupan
runtah tangga kakek atau nencknya,
vang oleh karenanya sudaly sepantas-
nya jika jerih payah si mayit tersebut
dibalis dengan pemberian melajui
jakan wasiat wajibah kepada keturunan
yang ditinggalkannya.

“Ibfd., him. 132,

MMulhammad Siraj, “Hubug: Keluarga di Mesir dan Pabistan”, Jalam Johannes
den Heijer dan Syamsul Anwar (red.), Islam, Negara, dan Hukum, Jakarta: INIS, 1993,

him. 113.

“Muhammud Abdurahim al-Kisyka, ALMéras. him. 132
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Adanya pertimbangan-pertimbang-
an tersebut, pada prinsipnya ditujukan
untuk menjiga kemaslahatan cucu di
kemudian hari. Jika kilat pensyaratan
yang ditetapkan oleh Undang-undang
Wasiat ini, maka kewajiban wasiat
berkisar pada dua syarat yaitu:

a. Cucu tersebut bukun termasuk
orang yang berhak menerima wa-
risan. Oleh karena itu apabila ia
menerima warisan dari kakek atau
neneknvit, walwpun sedikit, ia ti-
dak Derhak nwenerinm wasiat wa-
jihaly ini.

b. Simayit tidak memberikan kepada-
nya selain dengan jalan wasiat wa-
jilah ini. seperti: hibah ataupun
wasiar biasa,™ '

Adapun rukunnya, maka Undang-
Undang Wasiat Mesir tidak menetap-
kannya. Hanya saja Undang-Undang
Wastat Mesir memberi batasan tentang
jumlah harta vang dikeluarkan lewat
wasiat wajibah ini adalah sebanyak ba-
gian orng tuanya vang telth mening-
gl dunin selanu tidak melebihi seper-
tign harta warisan. Jika melebihi harta
warisan, nutka sah atau tidaknya ter-
gantung pada kebolehan ahli waris-
nyu.™

Kemudian jika kita lihat siapa saj
vang berhak menerima wasiat, maka

menurut ketentuan Undang-undang ini,
orang vang Derhak menerima wasiat
wajibah ini adalah cucu yang ditinggal
mati oleh ayal atau ibunya, sementara
kakek atau neneknya muasth hidup.
Kenmuatian orang tuanya ini, meliputi
kematian hakiki (menurut hakekatnya
telah meninggal dunia) maupun kem-
tinn yang ditetapkan menurut hukuny,
misalnya: mafqud (tidak diketahui ke-
Derwdaannys selama empat tahun),
tenggelam, terkena reruntuhan, atw
juga terbakar®®

selanjutnya dakum menentukan
tingkatan cucu yang herhak mendapat
wasint wajibah, nutka Undang-Undang
Wasiat Mesir menctapkan bahwa cucu
ini adatah cucu dari anak laki-laki cdan
seterusnya terus ke bawah, sedangkan
cucu dari anak perempuan hanya pacls
cucu tingkatan pertanm, ™

3. Wastat Wajibalh Menurut Komipilasi
Hukum Islam

Pada Kompilasi 1lukum Islam di
Indonesiz, masalah wasiat wajibah
tercantum dalam salah saw pasal pada
Bab II vang mengatur tentang Ke-
warisan. Dalam tersebut dinyatakan
bahw orang tua angkat atau anak ang-
kat yang tidak menerima wasiat diberi
wasiat waiibah sebanyak-banyaknya

swahbah az-Zubaili, A-Figh al-Islanit wa Adiliatubu, cot. |1 Danmskus: Dar al-

Fikr, 1989, VIII: 124
“rodd.. him. 124,

“foid.. him. 123. Lihat juga daloam Mubanumid ‘Abhdurmhim al-Kisyka, A-Méras.

iilm. 133,
“Ibid.
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sepertiga dari haria orang tua angkat
atau anak angkamnya.”

Jadi yang dimaksud dengan wasiat
wajfibah, menurut Kompilasi [Hukum
Islam di Indonesia adalah wasiat yang
ditetapkan oleh perundang-undangan
vang diberikan kepada orang tua
angkat atau anak angkat yang tidak
menerinm wasint dard anak atau orang
tua angkatnya yang telah meninggal
dunia.

Adapun dasar hukum yang diguna-
kan oleh Kompilasi dakun menetapkan
adanya wasiat wajibah ini adolah de-
ngan jalan mengkompromikan antar
hukum Iskhm (referensi. figih) dengan
hukum adat.

Pacda ketentuan kitab-kitah figih
anak angkat tidak dapat menerima

arisan dari peninggalan orang tua
angkatnya. Demikian pula sebaliknya
orang tua angkat tidak dapat mencrinm
warisan dari anak angkatnya. Hal ini
secarn implisit dischutkan dalam al-
Quran surat al-Ahzab: 4

Di samiping itu, Kketika diliksanakan
wawancara kepada bebempa ulima di
scluruly Indonesia pada saat pengum-
pulan bahan-balun Kompilasi. tidak

satu pun ulama di Indonesia yang da-
pat menerima warisan dari orang tua
angkatnya, demikian juga sebaliknya.*

Dalam menentukan syarat yang
ditetapkan oleh Kompilasi ini, maka
kita tidak akan menemukan rincian
syarat dan rukun wasiat yang ditetap-
kannya. Akan tetapi dengan melihat
pada bunyi pasal 209 Kompilasi ini,
maka dapat disimpulkan balwva syarat
wasiat wajibabh bagi orang tua atau
dnak angkat ini adalah jika ia tidak
menerima wasiat dari anak ataiu orung
tua angkarnya ying telah meninggal
dunia.

Analisis

Dalam memberikan pengertian ten-
tang wasiat wajibah, schagaimana yang
telah penulis umikan di atas, nampak
adanya kesamaan pandangan dalam
mendefinisikan antara vang dikemuka-
kun oleh Ibn Haan, Undang-undang
Wasiat Mesir, dan Kompilasi ukum
Islany; yaitu bahwa yang dimaksud
dengan wasiat wajibah adalah adanya
seorang yang meninggal dunia dan ia
tidak meninggalkan wasiat yvang diberi-
kan kepada orang-orang tertentu.

“Kompilasi Hukum Istam df Indonesia, Bandung: Humaniora Utama Press, Lt.,

pasal 209,

M. Yahya Harahap, “Informast kompilast Hubum Islans Menipositifian
abstrabst Hulion Islam”, Mimbar Hukum. No. 5 Th. 11, 1992, him. 53.
Akan tetapi menurut analisis kami ulama di Indonesia ini terkaclang bersikap

mendua terhadap kenyataas-kenyataan yuridis yang berkembang di tengah-tengah
masyarakat. Seharusnya mereka mengakui keberanjukan ini. karema wasiat wajibah
yang tercantum pada Kompilasi sebenarnya memiliki dasar hukum (Adat) yang kuat
vang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Bukankah ada sebuah kaidah ushul
yang mengatakan bahwa “Adat jika sudah mendarah daging di antara para pelakunya,
makaadat tersebut akan menjadi hukum”.
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Adanya keterlibatan penguasa (da-
lam hal ini Peradilan) untuk melaksa-
nakan Ketentuan hukum di kalangan
umat Islam, merupakan suatu per-
soalan ijtihadiyah,* karena ada semen-
tara pendapat yang menyatakan bahwa
ndak periu adanya keterlibatan pe-
nguasa ataw pemerintah datam pelaksa-
naan hukum di kalangan umat Islam
fika hukum tersebut telah dijalankan
dengan baik; walaupun kecenderungan
akhir-akhir ini di kalangan umat Islam
di seluruh dunia khususnya dalam me-
nangani persoalan-persoalan di bidang
muamatah, mutlak memerlukan ke
tetapan dari panguasa. Hal ini berang-
kat dari qaidoh fighiyah yang telah
dipahami umat Islam yang berbunyi
sebagai berikut:

Py L4 % i <4
S o ah Ly iinaic

Dari quiidab tersebut dapat ditarik
benang merah bahwa sesuatu yang di-
jdikan sarans bagi pelaksanuan se-
switu yang, diperintahkan. nuka sesua-
tu yang dijadikan sarana tersebut ada-
fah svajib. Dari sini dupat ditagik suatu
kesimpulan bahwa jika untuk efektit-

nya pelaksanaan hukum di kalangan
umat Istam memerlukan keikutsertaan
pemerintah, maka keikutsertaan peme-
rintah atau penguasa dalam menetap-
kan sesuatu yuang diperintahkan (dalam
hal ini menetapkan adanyd wasiat)
adalah diwajibkan.

Pada perkembangan selanjuinya,
ketika negeri-negeri musiim telah mer-
deka, sccama garis besar negeri-negeri
tersebut terbagi menfadi tiga bagian
berdasarkan sumber hukumi nasional
yang digunakanaya, yaitu:

a. Negeri-negeri yang mengakui hu-
kum Islam sebagai sumber hukum
dan harus dilaksanakannya, misal-
nyu Arub Saudi. . .

. Negeri-negeri yang mepinggalkan
hukum Islam sebagai sumber hu-
kum dan menggantinya dengan
hukum sekuler, misalaya Turki.

¢. Negeri-negeri vang mengkompro-
mikan kedua sumber hukum di
atas, misalnya Mesir." '

Di Mesin, pentbhaharuan-pembalu
ruan di bidang hukum mulai dilaksa-
nakan sejak neger ini memperolch ke-
merdekaannya pada tahun 1922 di

Inggris.*

saxahiduddin Adams, “Legislasi Hulam islan dax perspeletlf Figh™ Pesintren.

No. 02 Vol. VII 91990, hlm. 20,
- *Alimad an-Nazwi, Al-Qawatd al-

(Mafhuomaha Nasy'atuha Tagasvwuruha

Damsaty Mualiafauha Adallatuha Mahammatuha Tategatiba), cet. i Damaskus: Dar
al-Qatam, 1991, him. 345. Lihat jugs dalam Mukhtar Yahva dan Fathurcahman, Dasur-
dusar Pembinaan Hukum Figh Istam. cet. 1 Bandung: Al-Maanf. 1986, hln. 344.

“1.N.D. Anderson, Hukun Islans di Dusia Modern, alih haohasa: Machnun Husain,
cet. 1 (Surabayz: GV, Anmar Press, 1991), him. 92.

+Lihat Don Peretz. The Middle. him. 214 Bahwa ketika Mesir tahun 1822 sudah
mempunysi prinsip-prinsip konstitust, maka digantikan oleh konstitusi British yiang
terambil dart Organic Law, di bawah pengawasan Inggris tahun 1883-1913.
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Pembaharuan-pembaharuan di bi-
dang hukum (khususnya dalamy hukum
keluarga) di Mesir ini (sebagaimana
yang terjadi di negara lain dengun
mengusahakan sedapat mungkin sesuzai
dengan konstitusinya atau sekurang-
kurangnya tidak bertentangan dengan
hukum Islam,** nampak terpengaruh
dengan Konsep keluargs dalam negarm
modern (dikemukakan olelh Alvin
Toeffler) buhwa kecenderungan kon-
sep keluargn mengarab pada konsep
keluarga inti, yaitu keluarga yoang terdiri
dari bapak. ibu, dan anak tnpa sanak
saudara.* Adanya kecenderungan un-
ek mengikuti teori ini dischabkan ada-
nya tujuan agar kehidupan keluarga
yang menjadi sendi dasar kehidupan
masyanikat, dilindungi haknya ter-
utama hak-hak wamta, istri, ibu, dan
anak-anak.”

Pembaharuan hukum keluarga
vang mampak mencapai hasil puling
pesat adalah di bidang wasiat. dengan
diterimanyst prinsip wastat waijibah olch
fugaha Mesir.™ Pencrimaan prinsip
wasint wajibah ini didasarkan pada
kompromi antara pendapat-pendipat
ulama nuasa lampau dan kontemporer

dalam pemahaman mereka terhadap
nas-nas wasiat dikaitkan dengan nas-
nas kewarisan. Selin it juga didasar-
kan pada kenyataan-kenyataan adanya
kecenderungan-kecenderungan  kehi-
dupan keluarga di negara modern yang
tebih menitikberatkan pada perlin-
dungan hak wanita, istri, dan anak-
anmak,” dengan tidak melupakan bah-
wa pada casamya hukum islam it
ditujukan untuk kemaslahatan vmat.*

Pertimbangan yoang digunakan da-
lam menetapkan hukum di bidang
wasiat ini, nampaknya sama dengan
kecenderungan —Inthkan sebagian te-
lah menjadi kenyatwan— bahwa di ne-
geri-negeri muslim berkembang pe-
mikiran unruk memberlakukan normm-
normu figh Islam dalam Japangan
hukum keluarga.

Untuk mencap:ti wijuan terschur —
karena tidak dapat dipungkiri bahwa
problem-problem  dun persoalin-per-
soalan baru sefalu timbul seiring de-
ngan perkembangan  masyarakatoyar,
makat fuqaha di Mesir daliim melaku-
kan iftihad untuk menentukan hukum,
selain mendasarkan pendapat-pendapat
fuqaha terdahulu, juga mendasarkan

“H. Muhammad Daud Ali, “Hebum Keluarga Dalam Masyarabkat Islam
Kontemporer®, Mimbar Hukum. No. 10 Th, IV 1993, him. }12.

“H.M. Tahir Azhary, “Hukum Keluarga dan Kewarisan Isiam dalam
Masyarakat Madern di Indouesta”, Mimbar Hukum, No. 10 Th. IV 1993, him. 26.

*H. Mubammad Daud Ali, “Heluan Keluarga™, him. 13.

“IM.D. Anderson, “Hukum Isfam™, hlm. 83.

“Ibid., him. 84.

“Abdul Wahab Khalaf, Bnwe Used al-Figh. cet. X1l (Kairo: dar al-Qalam, 1978),

198.
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pada nilai-nilai sosial baru akibat
tuntutan masyarakatnya.®

Dari uraian tersebut di atas, maka
nampaklah bahwa penerinan konsep
wasiat wajibah yang ditetapkan di Me-
sir ini disebabkan oleh adunya kom-
promi antara pemikiran-pemikiran fiqh
pada satu sisi, dengan tuntutan sosial
dan kebutuhan yang berkembang di
masyarakat pada sisi lain. Hal ini nam-
pak dari ketentuan Undang-undang
wasiat Mesir (apabila diamati secara
lebih teliti) yang menetapkan adanya
wasiat vang ditetapkan penguasa bagi
cucu yang ayah atru ibunya telah me-
ninggal sebetum kakek atau neneknya
meninggal dunia (mungkin juga me-
ninggal bersmmaan), terhadap haria
peninggaian kakek atau nenckaya
dengan batas maksimal sepentiga dari
harts peninggalan tersebut. Penctapan
terhadap adinya wasiat wajibah dan
pembatasan nutksingl sepertiga harta
peninggalan pewaris didasarkan pada
perbagai pendapat yang tersebut cidam
kitab-kitab figh, Sedangkan penenfuin
bahwa yang berhak mencdapat bagian
wasiat ini kepada cucu, selain didasar-
kan pada pendapat Ibn Hazm juga di-
dasarkan pada kenyataan sosial adany
kekhawatitan terhadap nasib cucu di
kemudian hari. Gueu yang telah diting-
gal mati orang tuanya, akan bertambah
menderita apabila i tidak mendapat

bagian dari harta peninggalan kakek-
nya hanya disebabkan orang tuanya
meninggal terlebih dahulu dari kakek
atau neneknya, Sementara itu, sering-
kali dijumpai kenyatzan yang terjadi
di masyarakat bahwa orang tua si cucu
tersebut pada masa hidupnya ikut
membantu dalam pengumpulan harta
kakeknya. Oleh karena itu sudah se-
pantasnya jika jerth payah orang tua
si cucu tersebut dibalas dengan mem-
berikan sebagian harta peninggalan
kakek atau nencknya dengan jalan
wasiat wajibah, karena hal ini sesuad
dengan kecenderungan konsep keluar-
g modemn sehagainuna dijelaskan di
atas.™ _

Sementara ftu di Indonesia, ketika
negara ini baru merdeka, maka per-
atran-pertturan yang ada masih diber-
lakukan sehelum ada peraturan yang
Iraru yang dihasifkan oleh hangsa in-
donesia sendini. Hal ini didapat dalam
salah satu pasal UUD 1943.%

Dalam pada ity, setelah berabd-
abad nuasuknya (slkim di Indonesia,
maka pengaruhnya terhadap periaturan
yang hidup di masyarakat Indoncsia
secar garis besar dapar dibagi menjadi
tiga bagian:

{. Banyak menyemp atau nreresepsi
unsur agama Iskim ke dalam hy-

kum adat, seperti vang terjadi di

“Muhammad Siraj, “Hukoum Keluirga

di Mesir dan Pakistan”, dalam Johannes de

Heijer dan Syamsul Anwar (redi). Islam, Negava «<lan Hukum, Jakarta: INIS, 1993, him.

103.
“Ioid.. him. 113.

“iSekretariat Negara Republik Indonesia,

Undang-Undang Dasar Negara Republii

Indonesta Tabun 1945, Awran Peralihan pasal 11
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Aceh, Banten dan lain sebagainya.
2. Lebih banyak mempertahankan

keasliannya; seperti yang terjadi di

Toraja dan Asmu,

3. Tetap mempentahankan agama Hin-
du seperti yang terjadi di Bali.
Perkembangan selanjutnya, karena

Indonesia menginginkan terbentuknya

hukum nasional dalam berbagai hal,

yang masing-masing berdasarkan

Pancasila dan UUD 19435, maka secam

bertahap dibuatlah peraturan-peraturan

hukum yang bersumber dari hukum
adat yang ada, hukum barat yang se-
bagian masih dinyatakan berlaku, dun

Iukum agama.*

Dalam salah satu peraturan yang
dihasilkan di negarn Indonesia, dise-
butkan bahwa salah satu badan pe-
laksana kekuasaan kehakinmn adalah
Peradilan Agama.® Peradilan Agama
sendiri. baru mempunyai hukum for-
mal tersendiri yang diakui oleh negara
pada tahun 1989 dengan terbitnya UU
No. 7 Tahun 1989 yaitu Ul tentang
Peradilan Agama.* Sedangkan hukum
nuterialnya terbatas pada 13 kitab figh
yang hampir -semuanya hermazhab
Syafi'i.

Persoalan yang timbul kemudian
bahwa kondisi umat Islam di Indone-
sia sangat bervariasi dan tidak hanya

terbatas mengikuti mazhab Syafi'i saja.
Di samping itu persoalan-persoaian
yang timbul dewasa ini sangat beragam
dan berbeda dengan persoatan-per-
soalan yang timbul ketika kitab-kitab
figh yang dijadikan sumber hukum
muterial yang dijadikan rujukan Per-
adilan Agama tersebut disusun. Oleh
karena fulah muncul ide-ide untuk
membentuk figh yang sesuai dengan
kondisi Indonesia.™ Juga didasarkan
pada adanya kenyataan bahwa ketiga
belas Kitab tersebut merupakan hasil
penalaran fugaha di masa lampau yang
sesuai dan memenuhi kebutuhan hu-
kum masyaskat Islam pada zamuannya
dan tidak sesuai Ingi dengan perkems-
bangan zaman dan kepentingan umat
Islam saat ini,

Selain iw, ketentuan-ketentuannya
pun kadang-kadang berbeds antara
yang satu dengan yang laianya dise-
babkan perbedaan tingkat penge-
tahuan dan pengalaman par pena-
larannya. Keadaan ini apabila dibiarkan
berlarut akan tidak mengumungkan
bagi hukum keluarga Islam yang
diberlakukan di Peradilan Agama
karena selain menimbulkan rasa tidak
puas jugst akan menimbulkan ketidak-.
pastian hukum sehingga sebagian ma-
syarakat Islam ada yang lebih senang

“Sunaryati Hartono, “Pembtnaan Hukun: Nastonal

pada me Jangka

Panjang Tabap Ir”, Mimbar Hukum, No. 8 Th. [V (1993), him. 6.

“Sekretariat Negara Republik Indonesta, Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuassaan Kehakiman, pasal 10.

“Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama.
“Menata
XXVII (1 Mei 1986), him. 16-21.

Figh Untuk: Kemaslabeaian

Umat®, Panft Masyarakat, No. 502 Tahun
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mengikuti hukum adat yang turun-
temurun telah berloku, atiw memilih
hukum Barat yang telah disusun secam
sistematis dan jelas dalam satu kitab
perundang-undangan.®

Oleh karena itulah, pemerintah
mersa sangat perfu untuk membuat
Jturan-anran yang pasti untuk nxniaga
kepustian dan kesatuan hukuns dalam
memeriksa dan menmutus perkarn di
Peradilan Aganua.

Untuk mercalisasikan kebutuhan
ini, maka pemerintah membentuh
suatu pemnitia untuk menyusun Kom-
pilsi Hukum Iskum yang akan diberla-
kukan di Indonesia. Langkah awal
vang ditempuh adalah mengumpuikan
habuin-hahan vang akan dijadikan
materi dalmn Kompilasi Hukum Islam
nrengambil sumber pada empar hal
vaitu: 91 Kitab-kitab figth. (2) Wa-
wanaira dengan para ulama di Indo-
nesiat, (3) Yurisprudensi peradilan, dan
(4) Studi banding ke luar negeri. De-
ngan bersumber kepada cmpat aspek
di atas, diharapkan Kompiltsi ini
merupakan hukum Istiun yang sesuai
dengan kebutuhan masyasakat Inda-
nesia modern.” Ussha mi telah berasil
dengan discpakatinya  Kompilasi hu-
kumn Istam di Indonesia vang ditetap-
kan dengan Instruksi Presiden No. |
M. 1991,

Dari analisis di atas, maka jelaslab
balma pengaruh lingkungan, sosial,

dan interes masyarakat mempunyal
peranan penting dalam menpentukan
hukum Iskun. Dengan kata lain dapat
dibahasakan bahwa perubahan atau
keberanjakan hukum Isiam sesuai de-
ngan perubahan dan konteks za-
nannya.

Kesimpulan

Pertama, Konsep wasiut wajihah,
haik menurut Ibn Hazm, Undang-
undang Wasiat Mesir, dan Kompilasi
Hukum [stam adatah adanya wasit
yang ditetapkan oleh Undang-unding,
yang memberikan kekuatan menwksa
terhadap kekayaan scscoming yang
meninggal dunin sedangkan i tidak
herwasiar, untuk diberikan kepada
onng-ormng tertentu,

Kedua, dabkim menentukdn  siapad
yang berluk menerina wasiat waithaly
terdapat perbeduan antara yung dibueri-
kan antas vung dikenmukakan oleh o
1Lezan,  Undang-undang Wasint Mesir,
dan Kompilasi Hukum Iskun. Menuru
n [Rizm. bahwa yang berhak mwee-
nerinet wasiat wajibah adalah pam
kerthat vang tidak menerima warisan.
Berweds demggin Undang-undang Moesir
hahws yang berliak menerima sasuit
wajibah adalah cucu. Sedang nenurut
Konmpilasi bahwa yang mencrini
wastat wajibah adalah anuk anghat.

«“Mulammad Daud Ali, “Heubum Keluarga’, hlm. 110

.M. Tahir Azhari. “Kompilast Hubum Islam Sebagal t Suate Analisa
Sumbar-suniber Hulusm Istam’. Mimbar Hukum. No. 4 Th. 11, 1991, him. 16,
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Penyebab perbedaan tersebut dilatarbe-
lakangi oleh keadaan sosial pada saat
ketetapan tersebur dibuat.

Ketiga, jika ditinjau dari segi peng-
ambilan sumber hukumnya, konsep
dan ketentuan yang dikemukakan oleh
Ihn Hazm dan Undang-undang Wasiat
Mesir nampak lebih sederhona ke-
beradaannya dibandingkan dengan
Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi
jika dilihat dari segi kenyataan yang
hidup i tengahi-tengah masyarakat.In-
donesia, maka konsep dan ketetapun
vang dikenmkakannya lebih mungkin
diterapkan di Indonesia, walaupun ada
sekelompok ulama yang menolak de-
ngan alasan bahwa ketentuan tersebut
tidak' mempunyai dalil syari. @ -
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